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KATA PENGANTAR 

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-nya 

sehingga penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo 2022 dapat di selesaikan.  

Penyelesaian Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo 2022 ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang masing-masing tahapan 

memiliki skenario sehingga diharapkan dapat menghasilkan isi dan capaian hasil yang 

maksimal.  

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo 2022 telah melalui berbagai masukan saran dan pertimbangan dari berbagai 

stakeholder sehingga mencapai hasil yang di harapkan dan memenuhi skala prioritas 

pembangunan pada  tahun 2022. 

Program yang tertuang dalam Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Gorontalo 2022 pada intinya adalah mengacu pada pencapaian 

Program Pembangunan Kota Gorontalo sehingga program yang ada adalah 

memperhatikan realitas dan kemampuan daerah dalam pencapaiannya. 

Disadari bahwa Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo 2022 masih memiliki kekurangan sehingga masih perlu adanya 

penyempurnaan dari berbagai pihak guna tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Akhirnya semoga semua amal ibadah kita dalam melaksanakan program 

perdagangan dan perindustrian di Kota Gorontalo mendapat ridha dan balasan yang 

setimpal dari Allah SWT. 

 

 
 

Gorontalo,                         2022 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Gorontalo 

 
 

JUNAIDI KIAY DEMAK, SE, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19631120 198603 1 014 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo merupakan Perangkat Daerah 

(PD) pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo sebagaimana yang dicantum kandalam 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Gorontalo. 

  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ini adalah membantu Walikota sebagai Kepala Daerah 

dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang 

menjadi kewenangan Kota Gorontalo dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota 

Gorontalo sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 40 tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. 

  Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Tahun 2022 

merupakan rencana kerja di tahun keempat dalam perjalanan dokumen rencana strategis 

(Renstra) 2019 – 2024  yang telah ditetapkan, belajar dan berpedoman pada hasil pelaksanaan 

tahun sebelumnya yang selalu menjadi bahan evaluasi baik dalam menyempurnakan 

penyusunan Rancangan Renja maupun penetapan target maka Renja Perubahan Tahun 2022 

disusun untuk mencapai sasaran dan misi pada bidang perdagangan dan perindustrian yang 

diamanatkan dalam kurun waktu lima tahunan ini. 

  Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 akan dijadikan 

sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Gorontalo yang telah ditetapkan, Prioritas Pembangunan Daerah, yang 

mengarah pada pencapaian sasaran–sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga 

memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.   
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1.2 Landasan Hukum 

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : 

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor5587); 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan perubahan-perubahannya; 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

PUG di Daerah; 

8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Tahun 2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019; 

9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-Ind/PER/3/2015 Tahun 2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019; 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen Klatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;   

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen Klatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

13 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo 

Tahun 2019-2039; 

14 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 

03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo; 

15 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-

2024; 

16 Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo;  

 
 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Renja PerubahanTahun 2022Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo disusun, didasarkan dan berpedoman pada Renstra Tahun 2019 - 2024, 

dengan maksud sebagai landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi 

untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan program yang ditetapkan oleh Walikota 

Gorontalo di bidang perdagangan dan perindustrian pada 5 (lima) Tahun  kedepan.  

Disamping itu Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo juga dimaksudkan sebagai acuan tahunan dalam Menyusun rencana 
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kerjaanggaran (RKA) penyeimbang pembangunan di bidang perdagangan dan 

perindustrian antar kabupaten / kota yang ada di Provinsi Gorontalo dan sebagai 

bahasan koordinasi teknis untuk menetapkan program pembangunan di bidang 

perdagangan perindustrian antar PD Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten 

/ kota dan provinsi Gorontalo. 

 

1.3.2 Maksud dan Tujuan 

Tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Gorontalo Tahun 2022 sebagai landasan untuk dapat digunakan sebagai 

instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja serta menjabarkan visi 

dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang perdagangan dan 

perindustrian dan memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan PD. 

 
 
1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan Renja Perubahan ini dengan sistematika meliputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJASKPD TAHUN LALU 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 
 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 

2.3  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

2.4  Review Terhadap Rancangan Renja RKPD 

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
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BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2  Tujuan dan  Sasaran Renja PD 

3.3  Program dan Kegiatan 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 

BAB V : PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Dan Capaian Renstra PD Tahun 2021 

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo pada Tahun 2021 mengelola 

anggaran sebesar Rp.8.229.361.870 realisasi sampai dengan 31Desember 2021 sebesar Rp. 

6.676.683.539 atau 81%. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2021 sebagaimana pada 

tabel dibawah ini : 

 
Tabel 2.1.1  

Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2021    

 

No Uraian 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
Capaian (%) 

 Belanja 8.229.361.870 6.676.683.539 81% 

1 Belanja Pegawai 3.705.645.852 3.553.212.751 96% 

2 
Belanja Barang dan 

Jasa 
2.960.604.447 2.489.525.863 84% 

3 Belanja Modal 1.563.111.571 633.944.925 41% 

 

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :  

1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 1 program 7 kegiatan dan 17 sub. 

kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 5.177.373.770. 

2.  Program dan kegiatan urusan Perindustrian yang membiayai 1 program, 1kegiatan dan 3 

sub. kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.195.844.138. 

3.  Program dan kegiatan urusan Perdagangan yang membiayai 3 program, 6 kegiatan dan 14 

sub. kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 856.143.962 

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2021 dapat dilihat pada : 
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      Tabel 2.1.2  

NO PROGRAM 
PAGU 

ANGGARAN 
( Rp ) 

REALISASI 
( Rp ) 

CAPAIAN 
( % ) 

1 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / 
Kota 

5.177.373.770 5.017.414.732 96,91 

2 
Program Peningkatan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

271.815.913 73.926.820 27,20 

3 
Program Stabilitasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
BarangPenting 

256.742.490 45.846.960 17,86 

4 Program Standarisasi dan 
Perlindungan Konsumen 

327.585.541 256.561.583 78,32 

5 Program Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 

2.195.844.138 1.282.933.444 58,43 

Jumlah 8.229.361.852 6.676.683.539 81 

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian sebesar 81%. 

 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo menyadari bahwa masih ada 

kelemahan / kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang 

lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna 

mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik / feed back dari 

apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program / kegiatan dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

a) Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang 

direncanakan. Pada tahun 2021 terdapat 8 (Delapan) sub. kegiatan di Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Gorontalo yang tidak memenuhi target kinerja (≤ 100%) 

sebagaimana yang telah direncanakan yaitu : Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan dengan persentase (0%),Sub. Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan dengan persentase (0%), Sub. Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat 

Agen dengan persentase (0%) Sub. Kegiatan Pengendaliaan Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan 

persentase (0%), Sub. Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok 
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dan barang penting pada pelaku usaha distribusi dengan persentase(0%) Sub. Kegiatan 

Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) 

kabupaten / kota dengan persentase (0%), Sub. Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan 

Legalitas Dokumen Perizinan dengan persentase (0%), Sub. Kegiatan Pengawasan 

Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan persentase (0%), 

Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelakasanaan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri dengan persentase (0%), Penyebab tidak terpenuhnya target kegiatan 

tersebut diatas disebabkan : 

 

 Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Tahun 2021 tidak 

mencapai target dikarenakan Pasar Sentral masih direnovasi sehingga pagu 

anggaran tidak terealisasi. 

 Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan (DID) pada Tahun 2021 tidak tercapai target dikarenakan kegiatan 

tidak ada anggaran DAU. 

 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting di Tingkat Agen (DID) pada Tahun 2021 tidak tercapai target 

dikarenakan kegiatan tidak ada anggaran DAU. 

 Sub. Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (DID) pada Tahun 2021 tidak tercapai 

target dikarenakan kegiatan tidak ada anggaran DAU. 

 Sub. Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang 

penting pada pelaku usaha distribusi (DID) pada Tahun 2021 tidak tercapai target 

dikarenakan kegiatan tidak ada anggaran DAU. 

 Sub. Kegiatan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak 

dalam 1 (satu) kabupaten / kota (DID) pada Tahun 2021 tidak tercapai target 

dikarenakan kegiatan tidak terlaksana karena adanya PPKM. 

 Sub. Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (DID) pada 

Tahun 2021 tidak tercapai target dikarenakan kegiatan tidak ada anggaran DAU. 
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 Sub. Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi (DID) pada Tahun 2021 tidak tercapai target dikarenakan kegiatan tidak 

ada anggaran  DAU. 

 Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelakasanaan Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Industri (DID) pada Tahun 2021 tidak tercapai target dikarenakan 

waktu pelaksanaan tender cukup (DAK). 

 Realisasi Program / Sub. Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja dapat dilihat 

pada table berikut : 

Tabel  2.1.3 

Realisasi Program / Sub. Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja 

NO PROGRAM / SUB. KEGIATAN 
TARGET 

KINERJA 
REALISASI CAPAIAN (%) 

1 
Program Peningkatan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

   

 Penyediaan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

 

2 Pasar 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
Pembinaan dan Pengendalian 
Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

 

50 Orang 

 

- 

 

- 

2 
Program Stabilitasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting 

   

 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di 
Tingkat Agen 
 

 

2 Kali 

 

- 

 

- 

 

Pengendaliaan Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat Agen dan Pasar 
Rakyat 

 
 
 

2 Kali 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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Pemantauan Harga dan stok barang 
kebutuhan pokok dan barang 
penting pada pelaku usaha distribusi 

 

2 Kali 

 

- 

 

- 

 
Pelaksanaan operasi pasar reguler 
dan pasar khusus yang berdampak 
dalam 1(satu) kabupaten/kota 

 

1500 Paket 

 

- 

 

- 

 Pemeriksaan Kelengkapan  Legalitas 
Dokumen Perizinan 

 

5 Distributor 

 

- 

 

- 

 
Pengawasan Penyaluran dan 
Penggunaan Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi 

 

6 Kali 

 

- 

 

- 

3 Program Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 

   

 
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelakasanaan Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Industri 

 

1 Paket 

 

- 

 

- 

 

b) Realisasi program / sub. kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran 

yang direncanakan. Dari 5 Program, dan 34 Sub. Kegiatan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Gorontalo pada Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil 

/ keluaran sesuai dengan yang direncanakan, sebanyak 4 program, 8 sub. kegiatan 

sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini : 
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Tabel 2.1.4 

Realisasi Program / Sub. Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran 
yang Direncanakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PROGRAM / 
SUB. KEGIATAN 

TARGET 
KINERJA 

REALISASI 
CAPAIAN 
(%) 

PERMASALAHAN/
HAMBATAN 

KET 

1 Program 
Peningkatan Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

 
 
75% 

 
 
27.20 
 

 
 
36% 

  

* Fasilitasi Pengelolaan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

 
9 Pasar 

 
9 Pasar 
 

 
100% 

 
- 

 
- 

2 Program Stabilitasi 
Harga Barang 
Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting 

 
 
100% 

 
 
17.86 

 
 
17% 

  

* Pemantauan Harga 
dan stok barang 
kebutuhan pokok 
dan barang penting 
pada pasar rakyat 
yang terintegrasi 
dalam system 
informasi 
perdagangan 

 
 
 
 
2 Dokumen 
 

 
 
 
 
2 Dokumen 

 
 
 
 
100% 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

* Pengawasan 
Pengadaan Pupuk 
dan Pestisida 
Bersubsidi 

 
 
6 Kali 

 
 
6 Kali 

 
 
100% 

 
 
- 

 
 
- 

 
3 

Program 
Standarisasi dan 
Perlindungan 
Konsumen 

 
 
85% 
 

 
 
78.32 

 
 
92% 

  

* Pelaksanaan 
Metrologi Legal, 
berupatera, teraulang 

 
1750 

 
1810 

 
103,43% 

 
- 

 
- 

* Pengawasan / 
Penyuluh Metrologi 
Legal 

 
1800 

 
1952 

 
108,44% 

 
- 

 
- 

4 Program 
Perencanaan dan 
Pembangunan 
Industri 

 
100% 

 
58.43 

 
58% 

- - 

* Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelakasanaan 
Pembangunan 
Sumber Daya Industri 

 
 
3 Pelatihan 

 
 
3 Pelatihan 

 
 
100% 

 
 
- 

 
 
- 

* Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pemberdayaan 
Industri dan Peran 
Serta Masyarakat 

 
 
 
40 IKM 

 
 
 
40 IKM 

 
 
 
100% 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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c) Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang 

direncanakan. Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang 

direncanakan (>100%) untuk tahun 2021 ada 2 sub. kegiatan 

d) Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / sub. kegiatan adalah 

adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang 

bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini 

koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan 

program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang 

tersedia.   

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.  

Dari program dan sub. kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Gorontalo sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program 

dan kegiatan terhadap target capaian program renstra adalah adanya peningkatan 

dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ sub. kegiatan yang 

tercantum dalam rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo 

f) Kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 

faktor - faktor penyebab tersebut.  

Adapun kebijakan / tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk 

rencana program / sub. kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian 

anggaran terhadap pelaksanaan program dan sub.kegiatan dimaksud dan memberikan 

argumentasi atas program / sub. kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan 

pelaksanaan program / sub. kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan. 

Dapat dilihat pada table dibawah ini : 

 

Tabel T.C. 29 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

Dan Pencapaian Renstra Daerah s/d tahun 2022 Kota Gorontalo 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. 

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana 

Perangkat Daerah Menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk 

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan 

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang 

disebut dengan istilah dari shopping listkeworking plant. 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung 

aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses 

perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran 

pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis 

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi 

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar 

dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang 

diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. 

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi yang bergerak 

dibidang Pembangunan Kota Gorontalo yang membantu Walikota Gorontalo, sehingga 

semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur 

sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. 

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan Pembangunan mengalami peningkatan. 

Namun peningkatan kualitas pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas 

SDM. 
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Persentase Peningkatan Kontribusi Sector Industri Terhadap PDRB 

 Capaian indicator kinerja ini adalah 0,028% Persentase peningkatan kontribusi sector industry 

terhadap PDRB pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%. Persentase peningkatan kontribusi 

sector industry di Kota Gorontalo terlihat pada Meningkatnya jumlah industry kecil dan 

menengah yang disertai dengan meningkatnya nilai produksi sebagaimana terlihat pada nilai 

produksi tahun 2020 sebesar Rp. 173,383,078 yang meningkat menjadi Rp. 173,795,418 pada 

tahun 2021 sebagaimana terlihat pada table berikut : 

 
Tabel. 2.2.1 

Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Kota Gorontalo 

NO INDIKATOR 2019 2020 2021 

1 Jumlah IKM 3.515 3.549 3.589 

 
2 

 
Jumlah Tenaga Kerja 

 
7.702 

 
7.700 

7.817 

 
3 

 
Nilai Investasi 
(Rp.000) 

 
Rp. 56.025.693 

 
Rp. 56.336.693 57.807.943 

 
4 

 
Nilai Produksi 
(Rp.000) 

 
Rp. 173,088,068 

 
Rp. 173,383,078 173.795.418 

 

Perkembangan Industri kecil dan menengah di kota Gorontalo dapat dilihat pada data sebagai 

berikut : 

 
Tabel. 2.2.2 

Data Perkembangan Industri Tahun 2019 s/d 2021 

NO 

 
Tahun 

Jlh. Industri 
Kecil 

Menengah 

Jlh. IKM 
yang 

memiliki 
TDI 

Jumlah IKM 
terfasilitasi 
pembinaan 

GKM 

Jlh. TK 
      Nilai    

Produksi 
(000) 

1 2019 3.515 

 

- - 7.615 173,088,068 

2 2020 3.549 

 

- - 7.700 173,383,078 

3 2021 3.509 - - 7.817 173.795.418 

Tabel T.C.30 
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CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN 
 DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO  

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiPD 

   Secara garis besar identifikasi masalah Isu–isu strategis selama rentang waktu antara 

Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Beberapa permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Gorontalo antara lain : 

1. IKM Olahan Pangan belum dapat memenuhi beberapa persyaratan untuk memperoleh 

sertifikat PIRT. 

2. Tebatasnya Sumber Daya Penunjang Industri Daerah.  

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Bidang Perindustrian. 

4. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Perlindungan Konsumen. 

5. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kemetrologian dan Perdagangan. 

6. Kegiatan tidak terlaksana karena tidak adanya anggaran DAU. 

7. Kegiatan tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan tender tidak cukup. 

2.4 Review Terhadap Renja Perubahan RKPD 

   Renja Perubahan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2022 telah ditetapkan 7 program, 16 

Kegiatan dan 33 Sub. kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Gorontalo dalam rangka mencapai sasaran strategisnya. maka program 

kegiatan tersebut dapat dilihat pada table berikut : 
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Tabel. T.C 31 

Review Terhadap Renja Perubahan RKPD Tahun 2022 

RANCANGAN RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 

No 
Program dan 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Program dan 

Kegiatan 
Lokasi 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

Catatan 

Penting 

  
Urusan Pilihan 

Perindustrian 

    Urusan Pilihan 

Perindustrian 

        
  

1 Program 

Perencanaa

n dan 

Pembangun

an Industri 

Din

as 

Per

dagi

n 

PersentasePe

rencanaan 

dan 

Pembanguna

n Industri 

Program 

Perencanaa

n dan 

Pembangun

an Industri 

Din

as 

Per

dagi

n 

Persentase

Perencanaa

n dan 

Pembangun

an Industri 

100% 122.596.680 APBD 

 Penyusuna

n dan 

Evaluasi 

Rencana 

Pembangun

an Industri 

Kota / 

Kabupaten 

Din

as 

Per

dagi

n 

Jumlah 

Dokumen 

Rencana 

Industri yang 

disusun 

Penyusuna

n dan 

Evaluasi 

Rencana 

Pembangun

an Industri 

Kota / 

Kabupaten 

Din

as 

Per

dagi

n 

Jumlah 

DokumenR

encana 

Industri 

yang 

disusun 

1 

Doku

men 

122.596.680 APBD 

 Koordinasi, 

Sinkronisasi

, dan 

Pelaksanaan 

Pemberdaya

an Industri 

dan Peran 

Serta 

Masyarakat 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi, 

Sinkronisasi,d

an 

PelaksanaanP

emberdayaan 

Industri dan 

Peran Serta 

Masyarakat 

Koordinasi, 

Sinkronisasi

, dan 

Pelaksanaan 

Pemberdaya

an Industri 

dan Peran 

Serta 

Masyarakat 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi, 

Sinkronisasi

,dan 

Pelaksanaan 

Pemberdaya

an Industri 

dan Peran 

Serta 

Masyarakat 

1 

Doku

men 

122.596.680 APBD 

2 Program 

Pengendali

an Izin 

Usaha 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

Din

as 

Per

dagi

n 

PersentasePe

ngendalianizi

n Usaha 

Industri 

Kabupaten / 

Kota 

Program 

Pengendali

an Izin 

Usaha 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

Din

as 

Per

dagi

n 

Persentase

Pengendali

anizin 

Usaha 

IndustriKa

bupaten / 

Kota 

100% 

 

114.653.000 

 

APBD 

 Penerbitan 

Izin Usaha 

Industri 

(IUI), Izin 

Perluasan 

Usaha 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

 

Persentase 

IKM yang 

Memiliki Izin 

Usaha 

Penerbitan 

Izin Usaha 

Industri 

(IUI), Izin 

Perluasan 

Usaha 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

 

Persentase 

IKM yang 

Memiliki 

Izin Usaha 

5 

Doku

men 

114.653.000 

 

APBD 
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Industri 

(IPUI), Izin 

Usaha 

Kawasan 

Industri 

(IUKI) dan 

Izin 

Perluasan 

Kawasan 

Industri 

(IPKI) 

Kewenanga

n 

Kabupaten 

/ Kota 

berbasis 

Sistim 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(SINAS) 

Industri 

(IPUI), Izin 

Usaha 

Kawasan 

Industri 

(IUKI) dan 

IzinPerluas

an 

Kawasan 

Industri 

(IPKI) 

Kewenanga

n 

Kabupaten 

/ Kota 

berbasis 

Sistim 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(SINAS) 

 Fasilitasi 

Pemenuhan 

KomitmenP

erolehan 

IUI, IPUI, 

IUKI, dan 

IPKI 

Kewenanga

n 

Kabupaten/ 

Kota dalam 

Sistim 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(SINAS) 

yang 

terintegrasi

dengan 

Sistem 

Pelayananan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

secara 

Elektronik 

Berbasis 

Sistem 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Fasilitasi 

Verifikasi 

Teknis 

PemenuhanKe

sesuaianPersy

aratanTeknis 

Perizinan 

Berusaha 

Sektor 

Industri 

dan/atau 

dalam rangka 

Perluasan  

Usaha untuk 

Bidang Usaha 

dengan Risiko 

Usaha 

Menengah- 

Tinggi    dan    

Fasilitasi 

Pemenuhan 

KomitmenP

erolehan 

IUI, IPUI, 

IUKI, dan 

IPKI 

Kewenanga

n 

Kabupaten/ 

Kota dalam 

Sistim 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(SINAS) 

yang 

terintegrasi

dengan 

Sistem 

Pelayananan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

secara 

Elektronik 

Berbasis 

Sistem 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Fasilitasi 

Verifikasi 

Teknis 

Pemenuhan 

Kesesuaian 

Persyaratan 

Teknis 

Perizinan 

Berusaha 

Sektor 

Industri 

dan/atau 

dalam 

rangka 

Perluasan  

Usaha 

untuk 

Bidang 

Usaha 

2 

Doku

men 

 

48.154.000 

 

APBD 
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Informasi 

Industri 

Nasional 

(SINAS) 

Tinggi,    

Melalui 

SINAS    yang 

Terintegrasi 

dengan 

Sistem OSS 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(SINAS) 

dengan 

Risiko 

Usaha 

Menengah- 

Tinggi    dan    

Tinggi,    

Melalui 

SINAS    

yang 

Terintegrasi 

dengan 

Sistem OSS 

 Koordinasi 

dan 

Singkronisa

si 

Pengawasan 

Perizinan di 

Bidang 

Industri 

dalam 

Lingkup 

IUI, IPUI, 

IUKI dan 

IPKI 

kewenanga

n 

Kabupaten/ 

Kota 

Berbasis 

Sistem 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(SINAS) 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi 

dan 

SinkronisasiP

engawasanPer

izinan di 

Bidang 

Industri 

dalam 

Lingkup 

Perizinan 

Usaha 

Industri, 

Perizinan 

Perluasan 

Usaha 

Industri, 

Perizinan 

Kawasan 

Industri dan 

PerizinanPerl

uasan     

Kawasan     

Industri 

Kewenangan

Kabupaten / 

Kota 

Koordinasi 

dan 

Singkronisa

si 

Pengawasan 

Perizinan di 

Bidang 

Industri 

dalam 

Lingkup 

IUI, IPUI, 

IUKI dan 

IPKI 

kewenanga

n 

Kabupaten/ 

Kota 

BerbasisSist

emInformasi

Industri 

Nasional 

(SINAS) 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Perizinan di 

Bidang 

Industri 

dalam 

Lingkup 

Perizinan 

Usaha 

Industri, 

Perizinan 

Perluasan 

Usaha 

Industri, 

Perizinan 

Kawasan 

Industri dan 

Perizinan 

Perluasan     

Kawasan     

Industri 

Kewenanga

n 

Kabupaten/

Kota 

3 

Doku

men 

 

66.499.000 APBD 

3 Program 

Pengelolaa

n Sistem 

Industri 

Nasional 

Dis

per

dagi

n 

PersentasePe

ngelolaan 

Sistem 

Industri 

Nasional 

Program 

Pengelolaa

n Sistem 

Industri 

Nasional 

Dis

per

dagi

n 

Persentase 

Pengelolaa

n Sistem 

Industri 

Nasional 

100% 154.753.346 APBD 
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 Penyediaan 

Informasi 

Industri 

untuk 

Informasi 

Industri 

untuk IUI, 

IPUI, IUKI 

dan IPKI 

Kewenagan 

Kabupaten 

/ Kota 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Laporan Data 

Informasi 

Industri 

untuk 

Informasi 

Industri IUI, 

IPUI, IUKI, 

dan IPKI 

Kewenangan 

Kabupaten / 

Kota 

Penyediaan 

Informasi 

Industriunt

uk 

Informasi 

Industri 

untuk IUI, 

IPUI, IUKI 

dan IPKI 

Kewenagan 

Kabupaten/

Kota 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Laporan 

Data 

Informasi 

Industri 

untuk 

Informasi 

Industri 

IUI, IPUI, 

IUKI, dan 

IPKI 

Kewenanga

n 

Kabupaten 

/ Kota 

2 

Doku

men 

154.753.346 APBD 

 Fasilitasi 

Pengumpula

n, 

Pengolahan 

dan Analisis 

Data 

Industri, 

Data 

Kawasan 

Industri 

serta Data 

Lain 

Lingkup 

Kabupaten/

Kota 

melalui 

Sistem 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(Siinas) 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Fasilitasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan 

dan Analisis 

Data Industri, 

Data Kawasan 

Industri serta 

Data Lain 

Lingkup 

Kabupaten / 

Kota     

Melalui 

Sistem 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(SIINAS) 

Fasilitasi 

Pengumpula

n, 

Pengolahan 

dan Analisis 

Data 

Industri, 

Data 

Kawasan 

Industri 

serta Data 

Lain 

Lingkup 

Kabupaten/

Kota 

melalui 

Sistem 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(Siinas) 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Fasilitasi 

Pengumpula

n, 

Pengolahan 

dan Analisis 

Data 

Industri, 

Data 

Kawasan 

Industri 

serta Data 

Lain 

Lingkup 

Kabupaten/

Kota     

Melalui 

Sistem 

InformasiIn

dustri 

Nasional 

(SIINAS) 

1 

Doku

men 

 

  85.955.800 APBD 

 Diseminasi 

dan 

Publikasi 

Data 

Informasi 

dan Analisa 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

melalui 

Siinas 

 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Diseminasi 

dan Publikasi 

Data      

Informasi      

dan      

Analisis 

Industri 

Kabupaten / 

Kota Melalui 

SIINas 

Diseminasi 

dan 

Publikasi 

Data 

Informasi 

dan Analisa 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

melalui 

Siinas 

 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

JumlahDok

umen Hasil 

Diseminasi 

dan 

Publikasi 

Data      

Informasi      

dan      

Analisis 

Industri 

Kabupaten/

Kota 

Melalui 

SIINas 

1 

Doku

men 

 68.797.546 

 

APBD 
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4

. 

Program 

Standarisas

i dan 

Perlindung

an 

Konsumen 

Dis

per

dagi

n 

Persentase 

Alat Ukur 

yang Sesuai 

Standar 

Program 

Standarisas

i dan 

Perlindung

an 

Konsumen 

Dis

per

dagi

n 

Persentase 

Alat Ukur 

yang 

SesuaiStan

dar 

90% 228.225.300 APBD 

 Pelaksanaa

nmetrologi 

legal 

berupa 

tera, tera 

ulang dan 

pengawasa

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah alat 

ukur takar 

timbang dan 

perlengkapan 

yang di tera / 

tera ulang 

dan diawasi 

Pelaksanaa

n metrologi 

legal 

berupa 

tera, tera 

ulang dan 

pengawasa

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah alat 

ukur takar 

timbang 

dan 

perlengkap

an yang di 

tera / tera 

ulang dan 

diawasi 

3721 

Unit 

228.225.300 APBD 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Metrologi 

Legal, 

berupa tera, 

tera ulang 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah Alat 

Ukur, Alat 

Takar, Alat 

Timbang, dan 

Alat 

Perlengkapan 

Ditera Ulang 

Pelaksanaan 

Metrologi 

Legal, 

berupa tera, 

tera ulang 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah alat 

ukur takar 

timbang 

dan 

perlengkapa

n yang di 

tera / tera 

ulang 

1850 

Unit 

138.245.200 APBD 

 Pengawasan 

/ Penyuluh 

Metrologi 

Legal 

 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah Pelaku 

Usaha di 

Bidang 

Metrologi 

Legal yang 

Dibina 

Pengawasan 

/ Penyuluh 

Metrologi 

Legal 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Pelaku 

Usaha di 

Bidang 

Metrologi 

Legal yang 

Dibina 

1871 

Orang 

 89.980.100 APBD 

 

 

Penyidikan

Metrologi 

Legal 

 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah Unit 

Hasil 

Penyidikan 

Metrologi 

Legal 

Penyidikan

Metrologi 

Legal 

 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah Unit 

Hasil 

Penyidikan

Metrologi 

Legal 

- - APBD 

5 Program 

Peningkata

n Sarana 

DistribusiP

erdagangan 

Dis

per

dagi

n 

Nilai Volume 

Transaksi 

Program 

Peningkata

n Sarana 

DistribusiP

erdagangan 

Dis

per

dagi

n 

Nilai 

Volume 

Transaksi 

171.00

0.000.

000 

928.007.716 APBD 

 Pembangun

an dan 

Pengelolaa

n Sarana 

DistribusiP

erdagangan 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Cakupan 

Pasar Yang 

Dalam 

Kondisi Baik 

Pembangun

an dan 

Pengelolaa

n Sarana 

DistribusiP

erdagangan 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Cakupan 

Pasar Yang 

Dalam 

Kondisi 

Baik 

18 

Unit 

895.060.366 

 

APBD 



 
 Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 
 
 

 

 21 
 

 Penyediaan 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Penyediaan 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

9 Unit 726.495.566 APBD 

 Fasilitasi 

Pengelolaan 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Sarana 

Distribusi 

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Fasilitasi 

Pengelolaan  

Sarana 

Distribusi 

9 Unit 168.567.800 APBD 

 Pembinaan 

TerhadapP

engelolaan 

Sarana 

DistribusiP

erdagangan 

Masyarakat 

di Wilayah 

Kerjanya 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Meningkat 

nya Omset 

Pedagang 

Pembinaan 

TerhadapP

engelolaan 

Sarana 

DistribusiP

erdagangan 

Masyarakat 

di Wilayah 

Kerjanya 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Meningkat

nya Omset 

Pedagang 

11 

Doku

men 

 

  32.947.350 

 

APBD 

 Pembinaan 

dan 

Pengendalia

n 

Pengelolaan 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen     

Hasil     

Pembinaan     

dan 

Pengendalian

kepada 

Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Pembinaan 

dan 

Pengendalia

n 

Pengelolaan 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen     

Hasil     

Pembinaan     

dan 

Pengendalia

n kepada 

Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

11 

Doku

men 

32.947.350 APBD 

 Pemberdaya

an Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen     

Hasil     

Pembinaan     

dan 

Pengendalian 

kepada 

Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Pemberdaya

an Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen     

Hasil     

Pembinaan     

dan 

Pengendalia

n kepada 

Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdaganga

n 

-

Doku

men 

- 

 

APBD 
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6

. 

Program 

Stabilitasi 

Harga 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting 

Dis

per

dagi

n 

Indeks Harga 

Konsumen 

Program 

Stabilitasi 

Harga 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting 

 

Dis

per

dagi

n 

Indeks 

Harga 

Konsumen 

109.10 129.653.900 

 

APBD 

 MenjaminK

eterse 

diaan 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting 

ditingkat 

Daerah 

Kabupaten/

Kot 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

ketersediaan 

harga 

kebutuhan 

bahan pokok 

MenjaminK

etersediaan 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting 

ditingkat 

Daerah 

Kabupaten/

Kota 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumenk

etersediaan 

harga 

kebutuhan

bahan 

pokok 

 

4 

Lapor

an 

          

41.599.100 

 

APBD 

 Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Ketersediaa

n Barang 

Kebutuhan

Pokok dan 

Barang 

Penting di 

Tingkat 

Agen 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Koordinasi 

dan 

SinkronisasiK

etersediaan 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting   di   

Tingkat   

Agen   dan   

Pasar Rakyat 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Ketersediaa

n Barang 

Kebutuhan

Pokok dan 

BarangPenti

ng di 

Tingkat 

Agen 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Ketersediaa

n Barang 

Kebutuhan

Pokok dan 

Barang 

Penting   di   

Tingkat   

Agen   dan   

Pasar 

Rakyat 

2 

Lapor

an 

21.599.100 APBD 

 Pengendalia

an 

Ketersediaa

n Barang 

Kebutuhan

Pokok dan 

Barang 

Penting di 

Tingkat 

Agen dan 

Pasar  

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pengendalian 

Stok atau 

Ketersediaan 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting   di   

Tingkat   

Agen   dan   

Pasar Rakyat 

Pengendalia

an 

Ketersediaa

n Barang 

Kebutuhan

Pokok dan 

Barang 

Penting di 

Tingkat 

Agen dan 

Pasar  

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pengendalia

n Stok atau 

Ketersediaa

n Barang 

Kebutuhan

Pokok dan 

Barang 

Penting   di   

Tingkat   

Agen   dan   

Pasar 

Rakyat 

2 

Lapor

an 

20.000.000                         

 

APBD 
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 Pengendali

an Harga 

dan Stok 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting 

ditingkat 

Pasar 

Kabupaten/

Kota 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Operasi Pasar Pengendali

an Harga 

dan Stok 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting 

ditingkat 

Pasar 

Kabupaten/

Kota 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Operasi 

Pasar 

14 

Lapor

an 

 

26.005.000 

 

APBD 

 Pemantauan 

Harga dan 

stok barang 

kebutuhanp

okok dan 

barang 

penting 

pada pelaku 

usaha 

distribusi 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pemantauan 

Harga dan 

Stok Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting pada 

Pelaku Usaha 

Distribusi 

Barang dalam 

1 (Satu) 

Kabupaten/K

ota 

Pemantauan 

Harga dan 

stok barang 

kebutuhanp

okok dan 

barang 

penting 

pada pelaku 

usaha 

distribusi 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pemantauan 

Harga dan 

Stok Barang 

Kebutuhan

Pokok dan 

Barang 

Penting 

pada Pelaku 

Usaha 

Distribusi 

Barang 

dalam 1 

(Satu) 

Kabupaten/

Kota 

2 

Lapor

an 

12.499.800 

 

APBD 

 Pemantauan 

Harga dan 

stok barang 

kebutuhanp

okok dan 

barang 

penting 

pada pasar 

rakyat yang 

terintegrasi

dalam 

system 

informasi 

perdaganga

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pemantauan 

Harga dan 

Stok Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang 

Penting pada 

Pasar Rakyat 

yang 

Terintegrasi 

dalam Sistem 

Informasi 

Perdagangan 

Pemantauan 

Harga dan 

stok barang 

kebutuhanp

okok dan 

barang 

penting 

pada pasar 

rakyat yang 

terintegrasi

dalam 

system 

informasi 

perdaganga

n 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pemantauan 

Harga dan 

Stok Barang 

Kebutuhan

Pokok dan 

Barang 

Penting 

pada Pasar 

Rakyat yang 

Terintegrasi 

dalam 

Sistem 

Informasi 

Perdaganga

n 

12 

Lapor

an 

   13.505.200 APBD 
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 Pelaksanaan 

operasi 

pasar 

reguler dan 

pasar 

khusus yang 

berdampak

dalam 1 

(satu) 

kabupaten/

kota 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

PelaksanaanO

perasi   Pasar 

Reguler   dan   

Pasar   

Khusus   yang   

Berdampak 

Dalam 1 (satu) 

Kabupaten / 

Kota 

Pelaksanaan 

operasi 

pasar 

reguler dan 

pasar 

khusus yang 

berdampak

dalam 1 

(satu) 

kabupaten / 

kota 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pelaksanaan 

Operasi   

Pasar 

Reguler   

dan   Pasar   

Khusus   

yang   

Berdampak 

Dalam 1 

(satu) 

Kabupaten/ 

Kota 

-

Lapor

an 

        - 

 

APBD 

 

 

 

Pengawasa

n Pupuk 

dan 

PestisidaBe

rsubsidi di 

Tingkat 

Daerah 

Kabupaten 

/ Kota  

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Distribusi 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

Pengawasa

n Pupuk 

dan 

PestisidaBe

rsubsidi di 

Tingkat 

Daerah 

Kabupaten 

/ Kota  

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Pembinaan 

dan 

Pengawasa

n 

DistribusiP

upuk dan 

PestisidaBe

rsubsidi 

17 

Doku

men/

Lapor

an 

59.049.800 APBD 

 Pemeriksaa

n 

Kelengkapa

n Legalitas 

Dokumen 

Perizinan 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

KelengkapanL

egalitas 

Dokumen 

Perizinan 

Pemeriksaa

n 

Kelengkapa

n Legalitas 

Dokumen 

Perizinan 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Dokumen 

Kelengkapa

n Legalitas 

Dokumen 

Perizinan 

5 

Doku

men 

 53.827.300 APBD 

 Pengawasan 

Pengadaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

PengawasanP

engadaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

Pengawasan 

Pengadaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pengawasan 

Pengadaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

6 

Lapor

an 

     1.221.900 APBD 

 Pengawasan 

Penyaluran 

dan 

Penggunaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

PengawasanP

enyaluran dan 

PenggunaanP

upuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

dengan 

Realisasi 

Minimal 90% 

Pengawasan 

Penyaluran 

dan 

Penggunaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

Kot

a 

Gor

onta

lo 

Jumlah 

Laporan 

Pengawasan 

Penyaluran 

dan 

Penggunaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidid

engan 

Realisasi 

Minimal 

90% 

6 

Lapor

an 

4.000.600                    APBD 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung 

aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses 

perencanaan. usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat 

mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, 

sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah 

yang lebih baik lagi. 

Perencanaan program kegiatan dengan menggunakan system bottom up dimana 

program dan kegiatan disusun berdasarkan usulan berbagai elemen terkait antara lain melalui 

musrenbang yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan. Khusus untuk Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian untuk Tahun 2022 Program prioritas yang diusulkan masyarakat. 

 

Tabel T.C 32 

Usulan Program dan Kegiatandari Para Pemangku Kepentingan 

Tahun 2022 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 
 
 
 

3.1. Telaahan Kebijakan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah 

dan kebijakan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian 

Perindustrian. Dalam rangka sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah dengan 

menelaah kebijakan kementrian terkait sebagai berikut : 

1. Kementrian Perdagangan 

Arah kebijakan : 

Penguatan perdagangan dalam negeri sebagai penggerak pertumbuhan yang berkeadilan. 

Dengan focus pembangunan perdagangan : 

- Stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri 

- Ekspor dan kerjasama international 

- Reformasi birokrasi dan good governance. 

2. Kementrian Perindustrian 

Renstra Kementerian Perindustrian.  Visi Kementerian Perindustrian adalah : Membawa 

Indonesia pada tahun 2025 untukmenjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan : 

1. Industri kelas dunia 

2. PDB sector Industri yang seimbang antara PulauJ awa dan Luar Jawa 

3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. 

 
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD 

 

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo untuk Peningkatan daya saing Kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan dan jasa 

melalui kemudahan investasi dalam hal ini untuk memberikan pelayanan prima dengan 

menerapkan Standar Pelayanan Minimal berupa pelayanan cepat, tepat Sedangkan Sasaran 

Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo sebagai Instansi 

Pelaksana dalam Urusan Wajib Pemerintah Daerah guna Menerapkan Standar Pelayanan 

Minimal berupa pelayanan kepada masyarakat, dengan menyediakan data yang menjadi 

rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan Pemerintahan, 

Pembangunan dan Kemasyarakatan. 
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Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan 
 

Visi   :  Kota Gorontalo Sejahtera, Maju Aktif Religius, Terdidik (Kota Smart) 

Misi  : 1. Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan 
pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan 
berkualitas 

Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Sasaran 

IndikatorS
asaran 

Strategi Kebijakan 

1  2  3 4 

 
 
 
 
 
 

Menjaga 
Stabilitas 

Inflasimelalu
i Perbaikan 

Kualitas dan 
Kapasitas 

Sektor 
Perdagangan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDRB 
Perkapita 

sector 
Perdagangan 

Meningka
tkan 

Pertumbu
han 

Ekonomi
Sektor 

Perdagan
gan 

 
 

Nilai 
Sektor 

Perdaganga
n dalam 
PDRB 

 

 
 
 
 
 
 
 

Meningka
tkan 

pendapat
an 

masyarak
at 

Menjaga stabilitas 
tingkat inflasi serta 

Mengantisipasi faktor-
faktor yang 

Menimbulkan gejolak 
inflasi 

  Meningka
tnya 

Sektor 
Industri 

Pengolaha
n 

 
Nilai 

Sektor 
Industri 

Pengolahan 
dalam 
PDRB 

 

 Peningkatan 
Pendapatan perkapita 

keluarga melalui 
Pemberdayaan 

keluarga rentan 
melalui bantuan 

dan/atau fasilitasi 
untuk 

mengembangkan 
usaha 

 

3.3 Program Dan Kegiatan 

Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah ditetapkan program dan kegiatan Tahun 2022 

berdasarkan urusan sebagai berikut : 

1. Urusan Pilihan Perdagangan 

Pelaksanaan urusan ini ditujukan untuk mewujudkan : 

a) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, yang akan dicapai melalui pelaksanaan 

program dan kegiatandalam table sebagai berikut : 
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Tabel. 3.3.1 
PROGRAM KEGIATAN BIDANG PERDAGANGAN 

TAHUN 2022 
 

No Program dan Kegiatan 

 UrusanPilihan  : Perdagangan 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

1. Perencanaan Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah 

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD Pada SKPD 

4. Administrasi Pendapatan Daerah KewenanganPerangkat Daerah 

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah  

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan 

Dinas Jabatan 

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

3. Pemeliharaan / Rehabiitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 

1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 

2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 
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2. Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah 

Kerjanya 

1. Pembinaan dan PengendalianPengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan 

3. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 

Tingkat Agen 

2. Pengendaliaan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan 

Pasar 

2. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar 

Kabupaten / Kota 

1. Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha 

distribusi 

2. Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat 

yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan 

2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  

1. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 

2. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 

3. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 

3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 

1. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan 

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang 

2. Pengawasan / Penyuluh Metrologi Legal 

3. Penyidikan Metrologi Legal 

 

 

2. Urusan Pilihan Perindustrian 

 
Pelaksanaan urusan ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatkan produktivitas dan 

nilai tambah hasil industri dengan sasaran peningkatan produktivitas dan nilai tambah 



 
 Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 
 
 

 

 30 
 

hasil industri melalui pengembangan potensi daerah yang akan dicapai melalui 

pelaksanaan program dan keg 

iatan dalam table sebagai berikut : 

 
Tabel. 3.3.2 

PROGRAM KEGIATAN BID. PERINDUSTRIAN 
TAHUN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Program dan Kegiatan 

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota / Kabupaten 

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 

2. 
 

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota 

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), IzinUsaha 
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 
Kabupaten / Kota berbasis Sistim Informasi Industri Nasional (SINAS) 

1. Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten / 
Kota dalam Sistim Informasi Industri Nasional (SINAS) yang terintegrasi dengan Sistem 
Pelayananan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi 
Industri Nasional (SINAS) 

2. Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, 
IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten / Kota Berbasis Sistem Informasi Industri 
Nasional (SINAS) 

3. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional 

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 
Kewenagan Kabupaten / Kota 

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta 
Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) 

2. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui Siinas 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 
   Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo merupakan program 

prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Gorontalo. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program sebagaimana 

tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan 

kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap 

program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Gorontalo. Pencapaian indicator kinerja yang Telah ditetapkan merupakan 

keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja 

dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, 

menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah 

yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan 

pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan 

pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. 

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif 

selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya 

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut : 

 

Tabel T.C 33 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 

Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Tahun 2022 berisi 

Visi, Misi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tetap 

mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Daerah (RKPD) 

dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi bahan dasar dalam rangka penyusunan 

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Gorontalo Tahun 2022. 

 Ada beberapa permasalahan terhadap beberapa kegiatan dan capaian kinerja Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Tahun 2022 ini terkait dengan pelaksanaan teknis 

pekerjaan. Akan tetapi, akuntabilitas kinerja seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

menunjukkan bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Gorontalo, namun ada yang masih pada tataran output. Untuk mencapai ultimate 

outcome (dampak) yang dirasakan oleh masyarakat perlu diadakan evaluasi dan penelitian lapangan 

(survey) lebih lanjut. Dari 2 (Dua) sasaran dan masing–masing sasaran tersebut dicapai kategori 

sangat tinggi. Untuk mempertahankan hal tersebut di tahun berikutnya dan lebih meningkatkan 

kinerja sasaran lainnya. 

 Langkah–Langkah strategis yang akan ditempuh adalah Mengoptimalkan Pengawasan 

dan Pelayanan Tera / Tera Ulang Kelokasi–lokasi yang mempunyai alat UTTP, Mengoptimalkan 

Pengawasan Terhadap Peredaran barang dan jasa, Memantau Nilai Produksi Terhadap IKM dan 

Menfasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). 

 

Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 memuat target capaian 

kinerja bagi setiap kegiatan, dimana target capaian kinerja setiap kegiatan merupakan parameter 

pengukuran dan bahan evaluasi keberhasilan yang sekaligus sebagai gambaran tentang progressifitas 

pembangunan yang dilaksanakan dalam Tahun 2022. 

 

Gorontalo,   2022 

KEPALA  DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

KOTA GORONTALO 

 

 
JUNAIDI KIAY DEMAK, SE, M.Si. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19631120 198603 1 014 

 
 



SPM/STANDA
R

NASIONAL TAHUN TAHUN TAHUN

2022 2023 2024
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nilai Volume Transaksi

Jumlah Program 
nasional yang 
dilaksanakan oleh 
perangkat daerah

6,500,000,000               150,000,000,000              171,000,000,000              175,000,000,000             180,000,000,000               130%  121% 

Cakupan Pasar Yang Dalam Kondisi Baik 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 81,81%  81,81%  -  -  - 

Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit -  - 170,581,000 881,681,793 886,562,416

Jumlah  Fasilitasi Pengelolaan  Sarana Distribusi 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100%  100% 54,652,700 170,203,954 208,480,416

Meningkatnya Omset Pedagang 22 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 22 Dokumen 22 Dokumen 100%  -  -  -  - 

Jumlah     Dokumen     Hasil     Pembinaan     dan Pengendalian 
kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 100%  - 34,365,100 22,250,000 58,980,416 

Jumlah     Dokumen     Hasil     Pembinaan     dan Pengendalian 
kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 11 Dokumen - - 11 Dokumen 11 Dokumen 100%  - - 143,496,046 133,480,416 

2 Indeks Harga Konsumen 103.94% 109.06% 109.10% 110.25% 110.40% 75%  35,80% 

Jumlah Dokumen ketersediaan harga kebutuhan bahan pokok 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan  50%  -  -  -  - 

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang   Penting   di   Tingkat   Agen   dan   
Pasar Rakyat

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan  -  - 14,999,800 44,450,000 80,930,416

Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang   Penting   di   Tingkat   Agen   dan   
Pasar Rakyat

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan  100%  - 28,904,900 30,000,000 66,480,416

Operasi Pasar 3 Laporan 27 Laporan 27 Laporan 27 Laporan 27 Laporan  99,86%  0,79%  -  -  - 

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang 
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

- 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan  -  - 29,920,100 20,000,000 56,480,416

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi  
dalam Sistem Informasi Perdagangan

- 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan  133,3%  100% 18,921,100 20,000,000 56,480,416

Jumlah   Laporan   Pelaksanaan   Operasi   Pasar Reguler   dan   
Pasar   Khusus   yang   Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota  3 Laporan  3 Laporan  3 Laporan  3 Laporan  3 Laporan  100 %  - 22,253,800 25,000,000 61,480,416

Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi  -  29 Dokumen/Laporan  29 Dokumen/Laporan  29 Dokumen/Laporan  17 Dokumen/Laporan  -  35,30%  -  -  - 

Jumlah     Dokumen     Kelengkapan     Legalitas Dokumen Perizinan  -  5 Dokumen  5 Dokumen  5 Dokumen  5 Dokumen  -  - 64,999,300 89,467,047 125,947,464

Jumlah Laporan Pengawasan  Pengadaan Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi  -  12 Laporan  12 Laporan  12 Laporan  -  -  100% 15,000,000 15,000,000 -

Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk 
dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi  Minimal 90%  -  12 Laporan  12 Laporan  12 Laporan  12 Laporan  -  - 34,999,900 50,000,000 86,480,416

3 Persentase Alat Ukur yang Sesuai Standar

Jumlah Program 
nasional yang 
dilaksanakan oleh 
perangkat daerah

80% 85% 90% 95% 100% 125% 117%

Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapan yang di 
tera/tera ulang dan diawasi  1755 Unit  2632 Unit  2709 Unit  2818 Unit  2877 Unit 100%  99,90%  -  -  - 

Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal  - 4 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit - 52,451,900 98,110,000 414,900,610

TAHUN 2024NO CATATAN 
ANALISISINDIKATOR

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021IKK

PROYEKSI

TAHUN 2023

 
TABEL T-C-30

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO

TAHUN 2020 TAHUN 
2020

REALISASI CAPAIAN

TAHUN 2022 TAHUN 
2021



Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina  1192 Unit 1810 Unit  1850 Unit  1900 Unit  1950 Unit 116,2%  108,44% 234,765,200 175,867,047 296,340,610

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan 
Ditera Ulang  563 Orang 818 Orang 856 Orang 195 Orang 924 Orang 33'6% 103,43% 270,692,700 367,950,000 218,860,612

4 Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri
Jumlah Program 
nasional yang 
dilaksanakan oleh 
perangkat daerah

100% 100% 100% - -  -  ,66,70% 

Jumlah Dokumen Rencana Industri yang disusun 1 27 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen - - -  66,70%                            -                               -                                 -   

Jumlah     Dokumen     Rencana     Pembangunan
Industri 1 Dokumen - - - - -  -                            -                               -                                 -   

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan  pelaksanaan  
Pembangunan  Sumber  Daya
Industri

40 Dokumen 3 Dokumen - - - -  100%                            -                               -                                 -   

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2 Dokumen 1 Dokumen - - - -  -                            -                               -                                 -   

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 84  Dokumen 40 Dokumen 30 Dokumen - - -  100% 189,994,310    304,200,000     361,646,946      

Persentase Pengendalian izin Usaha Industri Kabupaten / Kota 100% 100% 100% -  - 

Persentase IKM yang Memiliki Izin Usaha - - 14 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen -  -  -  -  - 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan 
Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri 
dan/atau dalam rangka Perluasan  Usaha untuk Bidang Usaha 
dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi    dan    Tinggi,    Melalui    
SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS

- - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen -  -      106,166,240 128,500,000     185,946,946      

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, 
Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan 
Perizinan Perluasan     Kawasan     Industri     Kewenangan
Kabupaten/Kota

- - 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen -  -        77,833,420 23,583,500       81,030,448        

Persentase Pengelolaan Sistem Industri Nasional 100% 100% 100% -  - 

Laporan Data Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, 
IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota - - 13 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen -  -  -  -  - 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup 
Kabupaten/Kota     Melalui  Sistem     Informasi
Industri Nasional (SIINas)

- - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen -  -        84,904,470 106,583,600     164,030,546      

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data      Informasi      
 dan      Analisis      Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas - - 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen -  -        99,101,050 170,000,000     227,446,946      

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA GORONTALO

JUNAIDI KIAY DEMAK,SE,M.Si
NIP. 19631120 198603 1 014



Lokasi Target Capaian 
 Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana Target Capaian  Kebutuhan 

Dana/Pagu Indikatif 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 30 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi 
Perdagangan Nilai Volume Transaksi Dinas Perdagin 171.000.000.000            928,007,716 APBD 175,000,000,000                               1,217,631,793 

3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan

Cakupan Pasar Yang Dalam 
Kondisi Baik Kota Gorontalo 18 Unit            895,060,366 APBD 22 Unit                     1,051,885,747 

3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi 
Perdagangan Kota Gorontalo 9 Unit            726,492,566 APBD 11 Unit                        881,681,793 

3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan

Jumlah  Fasilitasi Pengelolaan  
Sarana Distribusi Kota Gorontalo 9 Unit            168,567,800 APBD 11 Unit                        170,203,954 

3 30 03 2.02
Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah 
Kerjanya

Meningkatnya Omset Pedagang Kota Gorontalo 11 Dokumen              32,947,350 APBD 22 Dokumen                        165,746,046 

3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan

Jumlah     Dokumen     Hasil     
Pembinaan     dan Pengendalian 
kepada Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan

Kota Gorontalo 11 Dokumen 32,947,350 APBD 11 Dokumen 22,250,000

3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan

Jumlah     Dokumen     Hasil     
Pembinaan     dan Pengendalian 
kepada Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan

Kota Gorontalo -                               - APBD 11 Dokumen                        143,496,046 

2 3 30 04 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting Indeks Harga Konsumen Dinas Perdagin 109.10            126,653,900 APBD 110.25                        293,917,047 

3 30 04 2.01
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting ditingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen ketersediaan 
harga kebutuhan bahan pokok Kota Gorontalo 4 Laporan              41,599,100 APBD 24 Laporan                          74,450,000 

3 30 04 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat 
Agen 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang   
Penting   di   Tingkat   Agen   dan   
Pasar Rakyat

Kota Gorontalo 2 Laporan              21,599,100 APBD 12 Laporan                          44,450,000 

3 30 04 2.01 03
Pengendaliaan Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan 
Pasar 

Jumlah Laporan Pengendalian 
Stok atau Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang   
Penting   di   Tingkat   Agen   dan   
Pasar Rakyat

Kota Gorontalo 2 Laporan              20,000,000 APBD 12 Laporan                          30,000,000 

3 30 04 2.02
Pengendalian Harga dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat 
Pasar Kabupaten/Kota

Operasi Pasar Kota Gorontalo 14 Laporan              26,005,000 APBD 27 Laporan                          65,000,000 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Catatan 
Penting

Rencana Tahun 2022
KODE

Indikator Kinerja Program 
(Outcome) dan Kegiatan 

(output)

Urusan Pilihan : Perdagangan

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

TABEL T.C 33
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO

NO Program dan Kegiatan



3 30 04 2.02 01
Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan 
pokok dan barang penting pada pelaku usaha 
distribusi 

Jumlah Laporan Pemantauan 
Harga dan Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting pada 
Pelaku Usaha Distribusi Barang 
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Kota Gorontalo 2 Laporan              12,499,800 APBD 12 Laporan                          20,000,000 

3 30 04 2.02 02
Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan 
pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang 
terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan

Jumlah Laporan Pemantauan 
Harga dan Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting pada 
Pasar Rakyat yang Terintegrasi  
dalam Sistem Informasi 
Perdagangan

Kota Gorontalo 12 Laporan              13,505,200 APBD 12 Laporan                          20,000,000 

3 30 04 2.02 03
Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar 
khusus yang berdampak dalam 1 (satu) 
kabupaten/kota

Jumlah   Laporan   Pelaksanaan   
Operasi   Pasar Reguler   dan   
Pasar   Khusus   yang   
Berdampak Dalam 1 (satu) 

Kota Gorontalo - -                          APBD 3 Laporan 25,000,000                        

3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan Pengawasan 
Distribusi Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi 

Kota Gorontalo 17 
Dokumen/Laporan 59,049,800             APBD 29 Dokumen/Laporan 154,467,047                      

3 30 04 2.03 01 Pemeriksaan Kelengkapan  Legalitas Dokumen 
Perizinan

Jumlah     Dokumen     
Kelengkapan     Legalitas Dokumen 
Perizinan

Kota Gorontalo 5 Dokumen 53,827,300             APBD 5 Dokumen 89,467,047                        

3 30 04 2.03 02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi

Jumlah Laporan Pengawasan  
Pengadaan Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi

Kota Gorontalo 6 Laporan 1,221,900               APBD 12 Laporan 15,000,000                        

3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk 
dan Pestisida Bersubsidi

Jumlah Laporan Pengawasan 
Penyaluran dan Penggunaan 
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 
dengan Realisasi  Minimal 90%

Kota Gorontalo 6 Laporan 4,000,600               APBD 12 Laporan 50,000,000                        

3 3 30 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / Kota

Persentase Pemenuhan Layanan 
Penunjang Urursan 
Pemerintahan Daerah

Dinas Perdagin 100%          5,860,020,060 APBD 100%                     5,548,657,013 

3 30 01 2.01 Perencanaan Penggaran,dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Persentase Hasil Penyusunan 
Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja

Kota Gorontalo 100%              37,661,000 APBD 100%                          42,997,994 

3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah Kota Gorontalo 2 Dokumen 31,561,000             APBD 2 Dokumen 35,157,494                        

3 30 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Kota Gorontalo 3 Dokumen                6,100,000 APBD 3 Laporan                           7,840,500 

3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan 
Administrasi Keuangan Kota Gorontalo 100%          3,740,042,164 APBD 100%                     3,997,199,918 

3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah    Orang    yang    
Menerima    Gaji    dan Tunjangan 
ASN

Kota Gorontalo 34 Orang          3,606,062,164 APBD 34 Orang                     3,834,334,918 

3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah       Dokumen       
Penatausahaan       dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD

Kota Gorontalo 12 Dokmen            133,980,000 APBD 12 Dokmen                        126,630,000 

3 30 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi  Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kota Gorontalo -                               - APBD 1 Dokumen                          36,235,000 



3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada 
perangkat Daerah

Persentase Hasil Penyusunan 
Dokumen Administrasi BMD Kota Gorontalo 100%                6,900,000 APBD 100%                          12,743,000 

3 30 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD 
Pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 
Pengawasan,dan Pengendalian 
Barang Milik Daerah Pada SKPD

Kota Gorontalo 12 Laporan                6,900,000 APBD 12 Laporan                          11,175,000 

3 30 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada 
SKPD

Jumlah  Laporan  Rekonsiliasi  dan  
 Penyusunan Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD

Kota Gorontalo -                               - APBD 2 Laporan                           1,568,000 

3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen  Administrasi 
Pendapatan Daerah Kota Gorontalo 12 Laporan              15,950,000 APBD 12 Laporan                          38,850,000 

3 30 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan 
Retribusi Daerah Kota Gorontalo 1 Laporan              15,950,000 APBD 12 Laporan                          38,850,000 

3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Persentase Pemenuhan Layanan 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Kota Gorontalo 100%          1,090,939,750 APBD 100%                        658,774,288 

3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 
Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah  Paket Komponen         
Instalasi Listrik Penerangan 
Bangunan Kantor yang Disediakan

Kota Gorontalo 1 Paket                7,218,200 APBD 12 Paket                           6,000,000 

3 30 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah    Paket    Peralatan    dan    
 Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

Kota Gorontalo 13 Paket            450,628,950 APBD 12 Paket                        157,100,000 

3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan Kota Gorontalo 12 Paket              18,555,100 APBD 12 Paket                          31,700,000 

3 30 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu Kota Gorontalo 12 Laporan              53,192,000 APBD 12 Laporan                          73,329,880 

3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Jumlah LaporanPenyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Kota Gorontalo 21  Laporan            561,345,500 APBD 21 Laporan                        390,644,408 

3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Persentase Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Kota Gorontalo 100%            854,501,870 APBD 100%                        701,023,071 

3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  
Jasa  Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan

Kota Gorontalo 12 Laporan            263,787,230 APBD 12 Laporan                        182,311,887 

3 30 01 2.08 04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 
Jumlah   Laporan   Penyediaan   
Jasa   Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan

Kota Gorontalo 12 Laporan            590,714,640 APBD 12 Laporan                        518,711,184 

3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Penyediaan Sarana 
dan Prasarana Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah

Kota Gorontalo 100%            114,025,276 APBD 100%                          97,068,742 

3 30 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan 
Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

Kota Gorontalo 1 Unit              35,500,276 APBD 1 Unit                          36,700,000 

3 30 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kenderaan 
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya

Kota Gorontalo 11 Unit              42,305,000 APBD 11 Unit                          39,300,000 



3 30 01 2.09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya   yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Kota Gorontalo -                               - APBD 3 Unit                          16,068,742 

3 30 01 2.09 10 Pemeliharaan / Rehabiitasi Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  
Gedung  Kantor atau Bangunan  
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Kota Gorontalo 1 Unit              36,220,000 APBD 1 Unit                           5,000,000 

3 31 02 Program Perencanaan dan Pembangunan 
Industri

Persentase Perencanaan dan 
Pembangunan Industri Disperdagin 100%            122,596,680 APBD                                      - 

3 30 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri Kota / Kabupaten

Jumlah Dokumen Rencana 
Industri yang disusun Kota Gorontalo 1 Dokumen            122,596,680 APBD                                      - 

3 30 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelakasanaan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri

Kota Gorontalo -  - -  - 

3 30 02 2.01 05
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi,Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Industri dan Peran 
Serta Masyarakat

Kota Gorontalo 1 Dokumen            122,596,680 APBD -  - 

3 31 03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 
Kabupaten/Kota

Persentase Pengendalian izin 
Usaha Industri Kabupaten / Kota Disperdagin 100%            114,653,000 APBD 100%                        456,283,500 

3 30 03 2.01

Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin 
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha 
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 
Kabupaten / Kota berbasis Sistim Informasi 
Industri Nasional (SINAS)

Persentase IKM yang Memiliki 
Izin Usaha Kota Gorontalo 5 Dokumen            114,653,000 APBD 14 Dokumen                        456,283,500 

3 30 03 2.01 01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, 
IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten / 
Kota dalam Sistim Informasi Industri Nasional 
(SINAS) yang terintegrasi dengan Sistem 
Pelayananan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi 
Industri Nasional (SINAS)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Verifikasi Teknis Pemenuhan 
Kesesuaian Persyaratan Teknis 
Perizinan Berusaha Sektor Industri 
dan/atau dalam rangka Perluasan  
Usaha untuk Bidang Usaha 
dengan Risiko Usaha Menengah- 
Tinggi    dan    Tinggi,    Melalui    
SIINas    yang
Terintegrasi dengan Sistem OSS

Kota Gorontalo 2 Dokumen              48,154,000 APBD 2 Dokumen                        128,500,000 

3 30 03 2.01 02

Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan 
Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, 
IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten / Kota 
Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional 
(SINAS)

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi Pengawasan 
Perizinan di Bidang Industri dalam 
Lingkup Perizinan Usaha Industri, 
Perizinan Perluasan Usaha 
Industri, Perizinan Kawasan 
Industri dan Perizinan Perluasan     
Kawasan     Industri     
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kota Gorontalo 3 Dokumen              66,499,000 APBD 12 Dokumen                        327,783,500 

3 31 04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri 
Nasional

Persentase Pengelolaan Sistem 
Industri Nasional Disperdagin 100%            154,753,346 100%                        276,583,600 



3 30 04 2.01
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi 
Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenagan 
Kabupaten/Kota

Laporan Data Informasi Industri 
untuk Informasi Industri IUI, 
IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan 
Kabupaten / Kota

Kota Gorontalo 2 Dokumen            154,753,346 13 Dokumen                        276,583,600 

3 30 04 2.01 01

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data 
Lain Limngkup Kabupaten/Kota melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (Siinas)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengumpulan, Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, Data 
Kawasan Industri serta Data Lain 
Lingkup Kabupaten/Kota     Melalui  
 Sistem     Informasi
Industri Nasional (SIINas)

Kota Gorontalo 1 Dokumen              85,955,800 1 Dokumen                        106,583,600 

3 30 04 2.01 02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan 
Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui Siinas

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi 
dan Publikasi Data      Informasi      
dan      Analisis      Industri 
Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Kota Gorontalo 1 Dokumen              68,797,546 12 Dokumen                        170,000,000 

3 30 06
Program Standarisasi dan Perlindungan 
Konsumen

Persentase Alat Ukur yang 
Sesuai Standar Disperdagin 90%            228,225,300 APBD 95%                        641,927,047 

3 30 06 2.01 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera 
ulang dan pengawasan

Jumlah alat ukur takar timbang 
dan perlengkapan yang di 
tera/tera ulang dan diawasi

Kota Gorontalo 3721  Unit            228,225,300 APBD 2818 Unit                        641,927,047 

3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera,tera ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera UlangKota Gorontalo 1850 Unit 138,245,200 APBD 1900 Unit 367,950,000                      

3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluh Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 
Metrologi Legal yang Dibina Kota Gorontalo 1871 Orang 89,980,100 APBD 915 Orang                        175,867,047 

3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan 
Metrologi Legal Kota Gorontalo - - APBD 3 Unit                          98,110,000 

T O T A L 7,534,910,002        8,435,000,000                   

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Gorontalo

JUNAIDI KIAY DEMAK, SE,M.Si
NIP. 19631120 198603 1 014



Besaran/Volume

Tidak ada usulan Musrembang untuk Dinas Perdangan dan perindustrian

TABEL T.C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO

Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 30 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / Kota

Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang 
Urursan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% - - 100% - -

3 30 01 2.01 Perencanaan Penggaran,dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Persentase Hasil Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja

100% 100% 100% - - 100% - -

3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - - 2 Dokumen - -

3 30 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan - - 3 Laporan - -

3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan 
Administrasi Keuangan 100% 100% 100% - - 100% - -

3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    dan 
Tunjangan ASN

34 Orang 34 Orang 34 Orang - - 34 Orang - -

3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah       Dokumen       Penatausahaan       dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen - - 12 Dokumen - -

3 30 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen - -

3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada 
perangkat Daerah

Persentase Hasil Penyusunan Dokumen 
Administrasi BMD  100%  100%  100% - -  100% - -

3 30 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD 
Pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 
Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik 
Daerah Pada SKPD

 1 Laporan  12 Laporan  12 Laporan - -  12 Laporan - -

3 30 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada 
SKPD

Jumlah  Laporan  Rekonsiliasi  dan  Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  -  2 Laporan  2 Laporan - -  2 Laporan - -

TABEL T-C 29
REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2023

KODE URUSAN/BIDANG 
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 
(OUTCOME) DAN KEGIATAN 

(OUTPUT)

TARGET  KINERJA  
 CAPAIAN 

RENSTRA TAHUN 
2024 (Akhir 

Periode Renstra 
SKPD)

REALISASI 
TARGET KINERJA 
HASIL PROGRAM 
DAN KELUARAN 
KEGIATAN s/d 

TAHUN 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun 2022

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO

1

TARGET 
PROGRAM/KEGI

ATAN (RENJA 
SKPD TAHUN 

2023

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

s/d 2023

TARGET RENJA 
TAHUN 2022

 REALISASI 
RENJA 

TAHUN 
2022

TINGKAT 
REALISASI 

(%)

REALISASI 
CAPAIAN 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

S/D TAHUN 
2023

TINGKAT 
CAPAIAN 

REALISASI 
TARGET 

RENSTRA 
SKPD (%)



3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah 
Kewenangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen  Administrasi Pendapatan 
Daerah  12 Laporan  12 Laporan  12 Laporan - -  12 Laporan - -

3 30 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Laporan Retribusi Daerah  12 Laporan  12 Laporan  12 Laporan - -  12 Laporan - -

3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% - - 100% - -

3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 
Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah         Paket         Komponen         Instalasi 
Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan

12 Paket 12 Paket 12 Paket - - 12 Paket - -

3 30 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  Gedung 
Kantor

Jumlah    Paket    Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

- 12 Paket 12 Paket - - 12 Paket - -

3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan

12 Paket 12 Paket 12 Paket - - 12 Paket - -

3 30 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Jumlah      Laporan      Penyelenggaraan      
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

21 Laporan 21 Laporan 21 Laporan - - 21 Laporan - -

3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Persentasi Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% - - 100% - -

3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 01 2.08 04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

100% 100% 100% - - 100% - -

3 30 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan 
Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

1 Unit 1 Unit 1 Unit - - 1 Unit - -

3 30 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kenderaan 
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya

11 Unit 11 Unit - - - 11 Unit - -

3 30 01 2.09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   
yang 3 Unit - - - - 3 Unit - -

3 30 01 2.09 10 Pemeliharaan / Rehabiitasi Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  
Kantor atau           Bangunan  Lainnya    yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit - - - - 1 Unit - -

3 31 02 Program Perencanaan dan Pembangunan 
Industri

Persentase Perencanaan dan Pembangunan 
Industri 100% 100% 100% - - 100% - -

3 30 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri Kota / Kabupaten

Jumlah Dokumen Rencana Industri yang 
disusun 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen - -



3 30 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelakasanaan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri

- 3 Dokumen - - - - - -

3 30 02 2.01 05
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 
Peran Serta Masyarakat

30 IKM 40 Dokumen 30 Dokumen - - - - -

3 31 03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 
Kabupaten/Kota

Persentase Pengendalian izin Usaha Industri 
Kabupaten / Kota 100% - 100% - - 100% - -

3 30 03 2.01

Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin 
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha 
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 
Kabupaten / Kota berbasis Sistim Informasi 
Industri Nasional (SINAS)

Persentase IKM yang Memiliki Izin Usaha 14 Dokumen - 14 Dokumen - - 14 Dokumen - -

3 30 03 2.01 01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, 
IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten / 
Kota dalam Sistim Informasi Industri Nasional 
(SINAS) yang terintegrasi dengan Sistem 
Pelayananan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi 
Industri Nasional (SINAS)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi 
Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan 
Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri 
dan/atau dalam rangka Perluasan  Usaha untuk 
Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- 
Tinggi    dan    Tinggi,    Melalui    SIINas    yang 
Terintegrasi dengan Sistem OSS

2 Dokumen - 2 Dokumen - - 2 Dokumen - -

3 30 03 2.01 02

Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan 
Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, 
IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten / Kota 
Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional 
(SINAS)

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang 
Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, 
Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan 
Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan     
Kawasan     Industri     Kewenangan 
Kabupaten/Kota

12 Dokumen - 12 Dokumen - - 12 Dokumen - -

3 31 04 Program Pengelolaan Sistem Industri 
Nasional

Persentase Pengelolaan Sistem Industri 
Nasional 100% - 100% - - 100% - -

3 30 04 2.01
Penyediaan Informasi Industri untuk 
Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan 
IPKI Kewenagan Kabupaten/Kota

Laporan Data Informasi Industri untuk 
Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI 
Kewenangan Kabupaten / Kota

13 Dokumen - 13 Dokumen - - 13 Dokumen - -

3 30 04 2.01 01

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data 
Lain Limngkup Kabupaten/Kota melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (Siinas)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data 
Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup 
Kabupaten/Kota     Melalui  Sistem     Informasi 
Industri Nasional (SINAS)

1 Dokumen - 1 Dokumen - - 1 Dokumen - -

3 30 04 2.01 02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan 
Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui Siinas

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi 
Data      Informasi      dan      Analisis      Industri 
Kabupaten/Kota Melalui SIINas

12 Dokumen - 12 Dokumen - - 12 Dokumen - -

3 30 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi 
Perdagangan Nilai Volume Transaksi 180,000,000,000              150,000,000,000                171,000,000,000             - - 175,000,000,000            - -

3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan Cakupan Pasar Yang Dalam Kondisi Baik 22 Unit 22 Unit 22 Unit - - 22 Unit - -



3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 11 Unit 11 Unit 11 Unit - - 11 Unit - -

3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan

Jumlah  Fasilitasi Pengelolaan  Sarana Distribusi 11 Unit 11 Unit 11 Unit - - 11 Unit - -

3 30 03 2.02
Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana 
Distribusi Perdagangan Masyarakat di 
Wilayah Kerjanya

Meningkatnya Omset Pedagang 22 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen - - 22 Dokumen - -

3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan 
Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah     Dokumen     Hasil     Pembinaan     
dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan

11 Dolumen 11 Dolumen 11 Dolumen - - 11 Dolumen - -

3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan

Jumlah     Dokumen     Hasil     Pembinaan     
dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan

11 Dolumen - - - - 11 Dolumen - -

3 30 04 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting Indeks Harga Konsumen 110.40 109.06 '109.10 - - '110.25 - -

3 30 04 2.01
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting ditingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen ketersediaan harga 
kebutuhan bahan pokok 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan - - 24 Laporan - -

3 30 04 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat 
Agen 

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang   Penting   di   Tingkat   Agen   dan   
Pasar Rakyat

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 04 2.01 03
Pengendaliaan Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan 
Pasar 

Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau 
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang   Penting   di   Tingkat   Agen   dan   
Pasar Rakyat

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 04 2.02
Pengendalian Harga dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
ditingkat Pasar Kabupaten/Kota

Operasi Pasar 27 Laporan 27 Laporan 27 Laporan - - 27 Laporan - -

3 30 04 2.02 01
Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan 
pokok dan barang penting pada pelaku usaha 
distribusi 

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 
(Satu) Kabupaten/Kota

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 04 2.02 02

Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan 
pokok dan barang penting pada pasar rakyat 
yang terintegrasi dalam sistem informasi 
perdagangan

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi  dalam 
Sistem Informasi Perdagangan

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 04 2.02 03
Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar 
khusus yang berdampak dalam 1 (satu) 
kabupaten/kota

Jumlah   Laporan   Pelaksanaan   Operasi   
Pasar Reguler   dan   Pasar   Khusus   yang   
Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan - - 3 Laporan - -

3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 
di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan Pengawasan Distribusi 
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 17 Dokumen/Laporan 29 Dokumen/Laporan 29 Dokumen/Laporan - - 29 Dokumen/Laporan - -

3 30 04 2.03 01 Pemeriksaan Kelengkapan  Legalitas Dokumen 
Perizinan

Jumlah     Dokumen     Kelengkapan     Legalitas 
Dokumen Perizinan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen - - 5 Dokumen - -



3 30 04 2.03 02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida 
Bersubsidi 

Jumlah Laporan Pengawasan  Pengadaan 
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

- 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk 
dan Pestisida Bersubsidi

Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan 
Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 
dengan Realisasi  Minimal 90%

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - - 12 Laporan - -

3 30 06 Program Standarisasi dan Perlindungan 
Konsumen Persentase Alat Ukur yang Sesuai Standar 100% 85% 90% - - 95% - -

3 30 06 2.01 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera 
ulang dan pengawasan

Jumlah alat ukur takar timbang dan 
perlengkapan yang di tera/tera ulang dan 
diawasi

2877 Unit 2632 Unit 2709 Unit - - 2818 Unit - -

3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera,tera 
ulang

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan 
Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1950 Unit 1810 Unit 1850 Unit - - 1900 Unit - -

3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluh Metrologi Legal
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal 
yang Dibina 924 Orang 818 Orang 856 Orang - - 915 Orang - -

3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 3 Unit 4 Unit 3 Unit - - 3 Unit - -
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